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GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SILLATAN
NOMOR 7Y TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN QUBERNUR NOMOR 01123 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGOARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjs Dacrah
Provinsi  Kalimantan  Sclatan  Tahun  Anggaran 2020,
diperlukan pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Dacrah
Tahun Anggaran 2020,

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 151/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana
Insentif Dacrah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020,

c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan
dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) Tambahan Gcelombang IV Tahun Anggaran

2020;

d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Menteri Kecuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mckanisme Pclaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
Pada Kementerian Negara/Lembaga,

c. bahwa berdasarkan Keputusan Dircktur Jenderal Pelayanan
Keschatan Nomor HK.02.02/1/3772/2020 tentang Draft
Penerima (Lokus) Bantuan Pemcrintah Dalam Bentuk Uang
untuk Pembelian Pcralatan Keschatan pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bersumber BA-BUN
Direktorat Jenderal Pelayanan Keschatan Tahun Anggaran 2020,
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f.  bahwa berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Rehabilitasi dan
Rekontruksi Badan Nasioanl Pecnanggulangan Bencana (BNPB)
Nomor R.448/BNPB/DIV/RR.01.03/04/2020 tentang Usulan
Bantuan Pendanaan Rebabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
Tahun Anggaran 2020, dan Nomor $.65/D-1V/RR.01.03/05/
2020 hal Penyampaian Perbaikan Dokumen Hasil Penelaahan
Hibah Rebabilitasi dan Rekontruksi Tahun Anggaran 2020;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu
menctapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0113
Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun Anggaran 2020;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penctapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Donernh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undnng-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Pernturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
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Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolann  Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Pcraturan Pemerintah  Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengclolaan Barang Milik Negara/Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6224);

Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Dipindai dengan CamScanner



ol

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1952);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan
Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007
Nomor 13);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan  Belanja Daerah  Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2020 Nomor 4);
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32. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71};

33. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0105
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018
Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 075
Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur
Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020
Nomor 75);

34. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0113
Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2020 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: = PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0113 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2020 dengan Pendapatan berjumlah Rp6.703.499.635.504,00 dan
Belanja berjumlah Rp7.094.542.589.565,00 schingga menjadi Defisit sebesar
(Rp22.322.818.670,00) dengan rincian sebagai berikut:

diubah sebagai berikut:
1. Pendapatan:
a. Semula Rp6.681.176.816.834,00
b. Bertambah Rp 22.322.818.670,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp6.703.499.635.504,00
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Jumlah Belanja

Surplus/(Delisit) setelah Perubahan

3. Pembiayaan:
o, Penerimann
1) Semuln
2) Tetap

Jumlah Penerimnan setelnh Perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Pasal 2

Rp7.072.219.770.895,00
Rp 22.322.818.670,00

Rp7.094.542.589.565,00

(Rp391.042.954.061,00)

Rp 391.042.954.061,00
Rp 00,00

Rp391.042.954.061,00

Rp0,00
Rp0,00

Rp0,00

Rp391.042.954.061,00

Rp0,00

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Sclatan secbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut

dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Lampiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Pecraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dengan pemberitahuan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dapat melakukan:

a. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;

b. pergeseran anggaran belanja antar program, antar kegiatan, dan/atau
antar jenis belanja dalam satu SKPD dan/atau antar SKPD; dan

tercapai.

penghematan belanja daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan
tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:

a. penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi
ckonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan daerah
dan/atau meningkatnya belanja dacrah secara signifikan;
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b. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau yang
berdampak sosial apabila belanja yang tersedia tidak mencukupi dan/atau
belum tersedia anggarannya;

C. perubahan Nomenklatur perangkat daerah; dan/atau

d. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat

dan/atau menambah pengeluaran biaya bagi pemerintah daerah seperti:

1) program dan kegiatan yang merupakan arahan dari pusat;

2) pelayanan tamu pimpinan yang belum teranggarkan dan atau yang
tidak mencukupi anggarannya; dan

3) kegiatan koordinasi yang belum dianggarkan namun bersifat strategis

dan atau mendadak.

(3) Pemerintah Daerah menyampaikan langkah-langkah kebijakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2¢ ~/OVerber 2820

Plt. GUBERNUR,KALIMANTAN SELATAN,

Lu—
2

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2@ rYoUember 2020

Pj. SEKRETARISPAERAH PROVINSI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR /g
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